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KATA PENGANTAR

 Pelacakan sejarah yang dilakukan Mauro Cappelletti (1989) menunjuk-
kan, sejak sistem hukum Yunani Kuno telah menerapkan konsep judicial review 
(JR). Konsep tersebut menetapkan keniscayaan suatu peraturan yang lebih ren-
dah tidak boleh bertentangan dengan nilai peraturan yang berada di atasnya. 
 
 Sementara,  Hans Kelsen menegaskan, lembaga peradilan berwenang 
membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang ti-
dak mengikat secara hukum. Dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan 
kehakiman bertindak sebagai negative legislator1.  Dalam hal ini Hans Kelsen 
menegaskan2:  

The power to examine the laws as to their constitutionality and to 
invalidate unconstitutional laws may be conferred, as a more or less 
exclusive function, on a special constitutional court... The possibility of a 
law issued by legislative organ being annulled by another organ consti-
tutes a remarkable restriction of the former’s power. Such a possibility 
means that there is, besides the positive, a negative legislator. An organ 
which may be composed according to a totally different principle from 
that of the parliament elected by the people.

 Gagasan itulah yang kemudian meletakkan keniscayaan akan adanya 
kekuasaan khusus untuk mengontrol hasil legislasi yang dikeluarkan lembaga 
legislatif. Gagasan ini kemudian dibaca oleh Bojan Bugaric sebagai upaya Hans 
Kelsen untuk memunculkan legislatif positif (positive legislature) yang diperankan 
oleh parlemen, sedangkan model legislatif negatif (negative legislature) diperan-

1 Hans Kelsen,1973, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York, hal. 268
2 Ibid., hal. 268-269.
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kan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)3.  

 Artinya, Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang dapat mempenga-
ruhi pro-ses legislasi di lembaga legislatif. JR merupakan alat kontrol eksternal 
dalam proses legislasi. kehadiran MK yang diberikan wewenang untuk melaku-
kan judicial review secara langsung telah ikut mempengaruhi proses legislasi di 
Indonesia. Hal demikian, MK telah menjadi pengontrol bagi kekuasaan legislatif 
dalam hal kemungkinan adanya kekeliruan baik formail maupun subtansial da-
lam proses legislasi.

 Di Indonesia, semenjak berdirinya MK- Lembaga tersebut telah menga-
bulkan 127 permohonan dari 486 putusan pengujian UU. 28 perkara pengujian 
UU merupakan pengujian UU di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya. 
Di antara UU di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya, UU Kehutanan 
merupakan UU yang paling sering diuji kepada MK. 

 Buku ini mencoba menguraikan UU Kehutanan paska putusan MK. Be-
sar harapan Perkumpulan HuMa, buku ini bisa menjadi pegangan bagi Pendam-
ping Hukum Rakyat (PHR), yang selama ini melakukan pergulatan, advokasi, dan 
pendamping-an terhadap masyarakat hukum adat/marjinal di sektor kehutanan.

Salam

Jatipadang, 28 November 2013

3 Bojan Bugaric, 2001, Courts as Policy-Makers: Lessons from Transition, dalam 42nd Harvard International Law Journals, 256.
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UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan paska 
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh Erwin Dwi Kristianto

Sekilas tentang UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan salah satu UU 
yang menuai kecaman publik sejak kelahirannya. Dari segi proses, 
UU Kehutanan dapat dikatakan jauh dari proses pembentukan yang 
partisipatif dan transparan. UU ini hanya dibahas secara singkat, yakni 
selama 18 hari efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 
transisional 1997-1999. Dengan waktu pembahasan yang supersingkat 

tersebut, maka wajar publik menaruh curiga dan memprotesnya. 

Sejumlah kalangan lalu menyusun catatan kritis atas substansi UU 
Kehutanan yang disahkan. Pada waktu itu akademikus kritis seperti San 
Afri Awang, misalnya, menganggap bahwa: 

Dilihat dari aspek pendekatan politik pemerintahan secara makro 
dan direfleksikan ke dalam politik sumberdaya hutan, maka UU 
Kehutanan ini sangat dipengaruhi oleh paham politik korporatisme, 
di mana semua bentuk pengurusan dan pengaturan hutan berada 
di satu tangan, pemerintah pusat. 

Semua hal yang berkaitan dengan peran serta masyarakat tidak 
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dalam arti kata peran yang substantif, tetapi peran yang terpaksa 
harus diterima sebagai akibat dari tekanan gerakan pro demokrasi 
yang menginginkan peran masyarakat lebih ditingkatkan. 

Hal ini dibuktikan dari tidak bersedianya pemerintah menerima 
kehadiran hutan adat yang sama statusnya dengan hutan hak dan 
hutan negara. Hutan adat menjadi sub-ordinat dari kekuasaan 
negara, karena pemerintah takut kehilangan cengkeramannya, 
hegemoninya terhadap sumberdaya hutan. (Awang, 2001) 

Pendapat Awang di atas tak berlebihan. UU Kehutanan yang lahir di 
masa awal-awal reformasi tersebut tak seperti yang diharapkan publik. 
UU Kehutanan gagal menggeser pendulum dominasi Pemerintah dalam 
penguasaan hutan, untuk membuka peran lebih masyarakat lokal atau 
masyarakat adat terhadap hutan. Dengan UU Kehutanan 1999 posisi 
masyarakat dalam penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan masih 
senantiasa termarjinalkan. 

Catatan kritis terhadap UU Kehutanan 1999 lainnya sempat disusun oleh 
kelompok organisasi non pemerintah (ornop) yang terdiri dari Elsam, 
Lembaga Riset dan Advokasi (LRA) dan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) 
Bantaya. Organisasi-organisasi tersebut mengeluarkan pendapat hukum 
atas UU Kehutanan 1999 yang intinya secara tajam mengkritik, baik dari 
aspek materil maupun formilnya, sebagaimana pernah dimuat di Jurnal 
Wacana tahun 2001. 

Dari aspek materiil, menurut kelompok organisasi masyarakat sipil, UU 
Kehutanan 1999 ini masih menganut cara berfikir yang sama dengan UU 
yang digantikannya, yaitu UU No. 5 tahun 1967. Yang membedakan hanyalah 
disebutkan bahwa pada UU No. 41 Tahun 1999 tidak mencantumkan 
lagi kalimat yang berbunyi “…fungsi hutan sebagai salah satu unsur basis 
pertahanan nasional…” (butir b) dan kalimat “… tidak sesuai dengan 
tuntutan Revolusi” (butir c), dan ”untuk menyelesaikan Revolusi Nasional…” 
(butir d). 
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Pada awalnya, UU Kehutanan 1999 hanya mengatur dua kelompok status 
hutan, yakni hutan negara dan hutan hak. Hal ini tertuang dalam Pasal 
5 ayat (1). Hutan adat yang telah diklaim secara turun-temurun oleh 
jutaan masyarakat adat statusnya kurang diakui. Ia hanya menjadi sub-
ordinat atau sub-bagian dari hutan negara, sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan. Alhasil, jutaan hektar hutan adat yang 
menjadi sumber penghidupan masyarakat adat dirampas dan mengalami 
negaraisasi. 

“Negaraisasi” hutan-wilayah adat memang bukan persoalan baru. Akan 
tetapi, UU Kehutanan menjelma sebagai pelegitimasi pengambilan hutan 
adat menjadi hutan negara. Dengan penguasaan hutan yang dominan 
oleh negara, alhasil membuat negara atau dalam hal ini Pemerintah cq 
Kementerian Kehutanan memiliki keleluasaan memberikan izin kepada 
pemilik kapital kehutanan untuk melakukan eksploitasi atas hutan, 
termasuk terhadap hutan adat. Tampaknya disain komodifikasi atas hutan 
tergambar kuat dalam UU Kehutanan 1999 ini.

Parahnya lagi, pada masa menjelang berakhirnya pemerintahannya tahun 
2004, Presiden Megawati mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2004 yang menambahkan 
aturan peralihan dari UU No. 41 Tahun 1999. Isi dari Perpu itu adalah 
menambahkan Pasal 83 A untuk memberikan jaminan kepastian hukum 
pada perusahaan pertambangan yang sedang mengeksploitasi hutan 
Indonesia. Pasal 83A tersebut berbunyi: 

Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di 
kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku 
sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Perpu tersebut kemudian dibahas di DPR menjelang masa transisi 

anggota DPR dan ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 19/2004 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. 

Selang 62 hari setelah Perpu No. 1 Tahun 2004 dikeluarkan, Presiden 
mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 41 Tahun 2004 
tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada 
di Kawasan Hutan. Keppres itu bahkan keluar sebelum Perpu No. 1 Tahu 
2004 dibahas untuk dijadikan UU di DPR. Pada intinya Keppres No. 1 
Tahun 2004 memberikan penetapan kepada 13 izin atau perjanjian di 
bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 
Tahun 1999.

Sebagai sebuah produk perundangan yang lahir dari pemerintahan yang 
mengaku reformis, UU No. 41 Tahun 1999 ini justru tidak melakukan 
koreksi terhadap latar belakang berpikir yang dimiliki oleh UU No. 5 
tahun 1967. Sedangkan dari aspek formil, cacat proses dianggap telah 
terjadi dalam tahap perancangan sampai pembahasan materi RUU 
Kehutanan di DPR. 

Akibatnya, UU No. 41 Tahun 1999 memiliki persoalan pada tataran 
implementasi di lapangan. Data yang dirilis oleh Dephut dan BPS di tahun 
2007, misalnya, memperlihatkan terdapat 5,5 juta orang yang tergolong 
miskin di sekitar kawasan hutan (Kementerian Kehutanan & Badan Pusat 
Statistik, 2007). 

Konflik kehutanan juga tinggi. Jenis konflik terbuka bisa dilihat dalam 
catatan HuMa bahwa sampai tahun 2012, terdapat 72 konflik kehutanan di 
22 provinsi dengan luas lahan 1, 2 juta hektar (Widiyanto & Maryati, 2012). 
Sementara konflik jenis lain juga muncul dengan adanya data Kementerian 
Kehutanan dan Badan Pusat Statistik, yang menyebutkan terdapat 31.957 
desa yang berada di dalam, di sekitar, maupun bersinggungan dengan 
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hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya 
dari sumber daya hutan. 

Tingginya angka kemiskinan penduduk di sekitar hutan dan juga tingginya 
angka konflik kehutanan di atas diyakini disebabkan oleh faktor yang 
sistemik. Mulai dari masalah akses masyarakat ke hutan yang dibatasi, 
pemenjaraan masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya 
pada hutan. Dan tampaknya UU Kehutanan menjadi salah satu akar 
ketimpangan penguasaan sumberdaya hutan antara masyarakat dan 
negara.

Maka tak heran bila UU Kehutanan menjadi UU sektor sumberdaya alam 
yang paling sering digugat konstitusionalitasnya ke MK. Berkaca pada 
beberapa judicial review terhadap UU Kehutanan, tampaknya MK menjadi 
lembaga yang dapat diharapkan oleh publik. Sejumlah pangajuan judicial 
review UU Kehutanan berhasil diterima oleh MK. 

Mengenai Mahkamah Konstitusi

Pada 9 November 2001, sebuah peristiwa bersejarah dalam dunia hukum 
Indonesia terjadi. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berhasil 
mengesahkan Pasal 7B UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C 
pada Amandemen Ketiga UUD 1945. Pasal-pasal tersebut merupakan 
cikal bakal berdirinya sebuah lembaga negara baru bernama Mahkamah 
Konstitusi (MK). 

Memang, setelah Amandemen Ketiga tersebut, MK tidak serta-merta 
langsung berdiri. Sembari menunggu pembentukannya, MPR menetapkan 
Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara. Pasal 
III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat mengatur hal 
tersebut. 
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DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan UU mengenai 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi hasil 
Amandemen Ketiga. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan 
Pemerintah menyetujui secara bersama UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah (LN No. 98 dan TLN No. 4316).

Berdasar ketentuan UU No. 24 tahun 2003, MK berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
Pertama, menguji UU terhadap UUD 1945; Kedua, memutus Sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 
1945; Ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan Keempat, 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden diduga: Pertama, telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa: a.) penghianatan terhadap negara; b.) korupsi; c.) 
penyuapan; d.) tindak pidana lainnya; Kedua atau perbuatan tercela, dan/
atau Ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

MK mengadili norma hukum, bukan mengadili praktik dari pelaksanaan 
norma hukum itu. Putusan MK bersifat final. Tidak ada proses banding 
terhadap putusan oleh MK. Putusan MK tidak saja mengikat para 
pemohon yang mengajukan permohonan, tapi semua orang (erga omnes). 
Setiap putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon, telah 
langsung mengubah ketentuan dari sebuah UU yang diuji. Putusan MK 
setara dengan keberlakuan UU yang dibuat oleh DPR. 

hingga tulisan ini disusun, MK telah mengabulkan 127 permohonan 
dari 486 putusan pengujian UU. Dari jumlah pengujian UU tersebut, 
28 perkara di antaranya merupakan pengujian UU dibidang tanah dan 
sumber daya alam. Sementara itu, UU Kehutanan menjadi UU yang paling 
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sering diujikan ke MK, dengan jumlah 7 perkara. 

Data tersebut menunjukkan bahwa, ada banyak persoalan konstitusionalitas 
pada UU Kehutanan tahun 1999. UU Kehutanan ini disusun dan disahkan 
pada masa awal-awal reformasi. Ia dibentuk sebelum paket empat kali 
amandemen UUD 1945 dilakukan, antara tahun 1999 hingga 2002. 
Melihat dari sisi waktu pembentukannya, tidak mengherankan bila banyak 
substansi UU Kehutanan 1999 yang tidak sejalan dengan Konstitusi baru 
hasil amandemen (Arizona, 2013).

Putusan-putusan MK terhadap UU Kehutanan 

MK telah menjadi lembaga yang dipergunakan oleh banyak pihak untuk 
memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Termasuk hak konstitusional 
sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam 
Perkara Nomor 001-002-022/PUU-I/2003, MK melakukan interpretasi 
hubungan penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: 

...perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna 
penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal 
dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan 
“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, 
termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas 
rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif 
itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada 
negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) 
dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan(bestuursdaad) oleh negara 
dilakukan oleh pemerintah dengankewenangannya untuk mengeluarkan 
dan mencabut fasilitas perizinan(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi 
(concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan 
melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan 
regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) 
dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/
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atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen 
kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan 
penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 
pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara 
c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar 
pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting 
dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-
benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Ada beberapa hal yang dapat dicatat dari interpretasi MK terhadap 
Pasal 33 UUD 1945 terkait penguasaan negara, termasuk diantaranya 
pertama, “penguasaan negara” bersumber dari mandat kolektif rakyat. 
Melalui kedaulatan kolektif rakyat tersebut kemudian Pemerintah 
mendapatkan mandat untuk melakukan pengurusan atas sumberdaya 
alam. Sebagaimana juga tercantum dalam konstitusi, mandat tersebut 
diberikan demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Selain melakukan interpretasi hubungan penguasaan negara dalam Pasal 
33 UUD 1945, secara khusus, MK beberapa kali melakukan pengujian UU 
No. 41 tahun 1999. Tercatat ada 107 Pemohon dengan beragam profesi 
yang melakukan pengujian terhadap UU tersebut.
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Tabel.
Klasifikasi Pengujian UU Kehutanan Berdasarkan Profesi 

dan Jumlah Pemohon

Kategori 
Pemohon

Regis-
trasi 

Perkara

Jumlah dan klasifikasi Pemohon

Amar 
PutusanMa-

sya-
rakat

Peng-
usaha

Kepala 
Daerah

LSM

Masya-
rakat 

hukum 
adat

Perkara Pengujian
Konstitusionalitas
Pertambangan di 
Hutan lindung

No.
003/
PUUIII/
2005

81 - - 11 - Ditolak

No.
54/
PUUVIII/
2010

- 1 - - - Ditolak

Pengujian 
ketentuan
kriminalisasi 
pengangkutan
hasil hutan ilegal 
dalam UU
Kehutanan

No.
013/
PUUIII/
2005

- 2 - - - Tidak
diterima

Pengujian 
perampasan alat
pengakut hasil 
kejakahan hutan
dalam UU 
Kehutanan

No.021/
PU
U-III/ 
2005

- 1 - - - Ditolak
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Kategori 
Pemohon

Regis-
trasi 

Perkara

Jumlah dan klasifikasi Pemohon

Amar 
PutusanMa-

sya-
rakat

Peng-
usaha

Kepala 
Daerah LSM

Masya-
rakat 

hukum 
adat

Konstitusionalitas 
pemberian
izin pinjam pakai 
kawasan
hutan untuk 
pertambangan
oleh Menteri 
Kehutanan dan
izin 
pertambangan di 
kawasan
hutan yang 
dikeluarkan 
kepala
daerah

No. 72/
PU
U-VIII/
2010

- - 1 - - Ditolak

Konstitusionalitas 
defenisi
kawasam Hutan

No. 45/
PUUIX/
2011

- 1 5 - - Dikabulkan 
seluruhnya

Kontitusionalitas 
penguasaan
Negara dalam 
menentukan
kawasan hutan

No. 34/
PUUIX/
2011

- 1 - - - Dikabulkan 
sebagian

Konstitusionalitas 
Hutan adat
dan Masyarakat 
adat dalam UU
Kehutanan

Perkara 
No. 35/
PUUX/
2012

- - - 1 2 Dikabulkan 
sebagian

Jumlah pemohon 81 6 6 12 2

Total keseluruhan pemohon Judicial Riview UU 
Kehutanan

107 pemohon

Sumber: Yance Arizona dan Ilham Dartias, 2013.

Dari tujuh putusan MK dalam pengujian UU No. 41 tahun 1999, tiga 
diantaranya dikabulkan, tiga ditolak dan satu perkara tidak dapat diterima. 
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Selain itu ada satu perkara yang telah didaftarkan kepada MK, tetapi oleh 
pemohonnya ditarik kembali. Dari tujuh putusan itu terdapat tiga putusan 
yang punya relevansi dengan reformasi tenurial kehutanan, yaitu: Putusan 
Perkara No. 45/PUU-IX/2011 berkaitan dengan konstitusionalitas 
pendefinisian kawasan hutan, Putusan Perkara No. 34/PUU—IX/2011 
mengenai batasan penguasaan hutan oleh negara terhadap hak-hak atas 
tanah yang dijadikan sebagai kawasan hutan, dan putusan perkara No. 
35/PUU-X/2012 mengenai konstitusionalitas hutan adat dan pengakuan 
bersyarat keberadaan masyarakat hukum adat.

I. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/
PUU-IX/2011

Praktek peminggiran hak masyarakat tampak dari pemberian ijin 
yang lebih banyak diberikan kepada pihak-pihak pemodal kuat. 
Sampai Desember 2010, telah diterbitkan 11 Izin Usaha Pemanfaatan 
Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 19.711,39 hektar, 5 Hak 
Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 10.310 hektar dan 54 Izin 
IUPHHK-HTR dengan luas 90.414,89 hektar. Bandingkan dengan 
ijin yang diberikan kepada pengusaha (data tahun 2009) lewat 
IUPHHK-HA seluas 25,7 juta ha (untuk 304 unit) dan IUPHHK-
HTI (data tahun 2008) seluas  10,03  juta  hektar (untuk 227 unit) 
(Savitri et al., 2011). 

Praktek peminggiran hak-hak masyarakat ini terlihat mencolok 
dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan merupakan faktor 
utama lahirnya konflik. Proses-proses penunjukan kawasan 
hutan yang tidak dibarengi dengan pelibatan masyarakat dan 
penghormatan pada hak-haknya dilakukan oleh Negara Indonesia, 
yang dalam amar putusan MK No. 45/2011, disebutkan sebagai 
perilaku pemerintah yang sewenang-wenang atau otoriter. 
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Proses penataan batas dilakukan dengan tertutup, tanpa permintaan 
ijin atau bahkan pengumuman, tanpa mekanisme komplain, sehingga 
masyarakat sekitar tidak mengetahui bahwa lahan garapan dan 
pemukimannya telah dijadikan kawasan hutan dan tidak ada ruang 
untuk memprotes selain dengan perlawanan fisik. Bahkan, karena 
proses yang tidak melibatkan masyarakat ini membuat konflik juga 
terjadi ketika sebuah kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Contoh yang paling nyata adalah dengan apa yang terjadi di Jawa. 
Meskipun Kementerian Kehutanan sudah melakukan pengukuhan 
kawasan hutan di Jawa sampai 65 % (Direktorat Jenderal Planologi, 
2012), tetapi kenyataannya masih ada tuntutan-tuntutan hak atas 
tanah masyarakat desa di Jawa yang wilayahnya masuk ke dalam 
kawasan hutan yang dikuasai oleh Perhutani maupun Kementerian 
Kehutanan. Hal ini bisa dilihat dari adanya 5.000 desa diantaranya 
terdapat di Jawa (Kementerian Kehutanan & Badan Pusat Statistik).
 
Putusan MK Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 menguji Pasal 
1 angka 3 UU Kehutanan yang berbunyi: “Kawasan hutan adalah 
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Para 
pemohon mempersoalkan frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 
angka 3 UU Kehutanan tersebut.

Dalam perkara tersebut MK berpendapat bahwa pengukuhan 
kawasan hutan harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak 
yang merupakan pemangku kepentingan. MK menilai penentuan 
tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada penunjukan semata, 
melainkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang lengkap. 
Mengingat dalam proses penunjukan kawasan hutan, pengukuhan 
kawasan hutan belum melibatkan pihak terkait. MK menyatakan: 
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Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara 
tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak 
sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta 
tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). 
Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan 
hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai 
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan 
pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan 
merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan 
harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan 
freies Ermessen (discretionary powers).Tidak seharusnya suatu 
kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai 
hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan 
melalui penunjukan.

Dalam perkara tersebut, MK menghasilkan putusan yang tidak 
hanya mengubah rumusan definisi hutan, tetapi juga memberikan 
pandangan-pandangan tentang kebijakan terkait kawasan hutan 
seharusnya dilaksanakan. Putusan tersebut mengubah bagaimana 
hutan didefinisikan melalui intepretasi terhadap Pasal 1 angka 3 
UU 41/1999 yang sebelumnya dirumuskan:

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap.

Menjadi:

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 
tetap.

Mengacu pada putusan tersebut, kawasan hutan harus didefinisikan 
ketika kegiatan pengukuhan kawasan hutan telah dilaksanakan 
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secara menyeluruh. MK melakukan koreksi dengan menentukan 
bahwa proses yang benar dalam penentuan kawasan hutan adalah 
mengikuti alur Pasal 15 yang meliputi empat tahapan yaitu: 

 1.) penunjukan; 
 2.) penatabatasan 
 3.) pemetaan; dan 
 4.) penetapan. 

Dengan demikian, semua penunjukan kawasan hutan yang 
telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan belum bisa 
dianggap sah sebagai kawasan hutan sampai dilakukan 
penetapan kawas-an hutan oleh Pemerintah.

Lebih lanjut putusan MK tersebut, memiliki implikasi yaitu: Pertama, 
keputusan penunjukan kawasan hutan maupun keputusan penetapan 
hutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebelum keluarnya 
Putusan MK No: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 
tetap berlaku; Kedua, izin-izin pemanfaatan maupun penggunaan 
kawasan hutan yang keluar berdasarkan keputusan penunjukan dan 
keputusan penetapan kawasan hutan sebelum Putusan MK No: 45/
PUU-IX/2011 tanggal 21 Februarai 2012 tetap berlaku; Ketiga, 
izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang berada 
di atas kawasan yang baru ditunjuk menjadi kawasan hutan, yang 
mana kawasn itu belum ditetapkan menjadi kawasan hutan rentan 
digugat melalui pengadilan; Keempat, penerbitan izin-izin baru atau 
perpanjangan izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 
paska putusan MK (21 Februari 2012) yang dikeluarkan di atas 
kawasan yang belum ditetapkan keberadaannya sebagai kawasan 
hutan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan 
dapat digugat (Arizona, et. al 2012)
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II. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 34/
PUU-IX/2011 

Putusan MK perkara Nomor 34/PUU-IX/2011 menguji Pasal 4 ayat 
(3) UU No. 41 tahun 1999 menguatkan hubungan hukum antara 
masyarakat dan negara dalam penguasaan sumberdaya hutan. 
Dalam putusan tersebut, MK secara spesifik menegaskan bahwa 

sebagai bagian dari penguasaan negara terhadap sumberdaya 
alam, penentuan kawasan hutan harus dilakukan terlebih dahulu 
memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara. 
MK menyatakan bahwa:

Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewa-
jiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai 
bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan 
dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik 
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 
sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) 
dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU 
Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak 
dimaknai “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, 
menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, 
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, 
hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional;

Perubahan ini dipahami untuk menegaskan hak-hak individu atas 
tanah dan termasuk juga hak untuk mengakses sumberdaya hutan, 
sehingga melalui Putusan MK 34/2011 tersebut, Pasal 4 ayat (3) 
mengalami perubahan interpretasi dari yang awalnya dimaknai 
secara gramatikal:
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Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada 
dan diakui keberadaan-nya, serta tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional.

menjadi:

Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, 
menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, 
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, 
hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional.

Dengan demikian dalam melakukan pengukuhan 
kawasan hutan, Pemerintah wajib menyertakan pendapat 
masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol 
terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya 
hak-hak konstitusional warga negara baik berupa hak 
milik, hak ulayat, serta hak-hak lain menueurt ketentuan 
peraturan perundangundangan seperti Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

III. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/
PUU-X/2012

Putusan MK perkara Nomor 35/PUU-X/2012 menguji Pasal 1 
angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU No. 41 tahun 1999.  Putusan 
MK dalam perkara No. 35/PUU-X/2012 mengabulkan sebagian dari 
permohonan yang diajukan oleh para pemohon. 



UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 21

Tabel
Implikasi Perubahan UU Kehutanan berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan Sebelum Putusan MK 35 Setelah Putusan MK 35

Pasal 1 angka 6 Hutan adat adalah hutan negara 
yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat.

Hutan adat adalah hutan yang 
berada dalam wilayah masyarakat 
hukum adat.

Catatan: kata “negara” 
bertentangan dengan konstitusi

Pasal 4 ayat (3) Penguasaan hutan oleh negara 
tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, 
sepanjang kenyataannya masih 
ada dan diakui keberadaannya, 
serta tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional.

Penguasaan hutan oleh negara 
tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam 
Undang-undang.

Catatan: Konstitusionalitas 
bersyarat (conditionally 
unconstitutional)

Pasal 5 ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya 
terdiri dari:
Hutan negara, dan
Hutan hak

Hutan berdasarkan statusnya 
terdiri dari:
Hutan negara, dan Hutan hak

Catatan: Hutan adat merupakan 
bagian dari hutan hak

Pasal 5 ayat (2) Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 huruf a, 
dapat berupa hutan adat.

Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 huruf a, tidak 
termasuk hutan adat

Catatan: AMAR PUTUSAN 
SALAH TULIS karena dimasukkan 
sebagai pertimbangan Pasal 
5 ayat 1, seharusnya Pasal 5 
ayat 2. Ketentuan ini bersifat 
konstitusionalitas bersyarat 
(conditionally unconstitutional), 
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Ketentuan Sebelum Putusan MK 35 Setelah Putusan MK 35

Pasal 5 ayat (3) Pemerintah menetapkan status 
hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2); dan 
hutan adat ditetapkan sepanjang 
menurut kenyataannya 
masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan masih ada dan 
diakui keberadaannya.

Pemerintah menetapkan status 
hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1); dan hutan adat ditetapkan 
sepanjang menurut kenyataannya 
masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan masih ada dan diakui 
keberadaannya.

Catatan: frasa “dan ayat (2)” 
bertentang dengan konstitusi

Pasal 5 ayat (4) Apabila dalam 
perkembangannya masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan 
tidak ada lagi, maka hak 
pengelolaan hutan adat kembali 
kepada Pemerintah.

Apabila dalam perkembangannya 
masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan tidak ada lagi, 
maka hak pengelolaan hutan adat 
kembali kepada Pemerintah.

Catatan: permohonan ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi

Pasal 67 ayat 
(1) 

Masyarakat hukum adat 
sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada dan 
diakui keberada-annya berhak:
•	 melakukan pemungutan 

hasil hutan untuk 
pemenuhan kebutuhan 
hidup sehari-hari 
masyarakat adat yang 
bersangkutan;

•	 melakukan kegiatan 
pengelolaan hutan 
berdasarkan hukum adat 
yang berlaku dan tidak 
bertentangan dengan 
undang-undang; dan

•	 mendapatkan pemberdayaan 
dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya.

Masyarakat hukum adat sepanjang 
menurut kenyataannya masih ada 
dan diakui keberadaannya berhak:
•	 melakukan pemungutan hasil 

hutan untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-
hari masyarakat adat yang 
bersangkutan;

•	 melakukan kegiatan 
pengelolaan hutan berdasarkan 
hukum adat yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan 
undang-undang; dan

•	 mendapatkan pemberdayaan 
dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya.

Catatan: permohonan ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi

Pasal 67 ayat 
(2)

Pengukuhan keberadaan dan 
hapusnya masyarakat hukum 
adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

Pengukuhan keberadaan dan 
hapusnya masyarakat hukum adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

Catatan: permohonan ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi
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Ketentuan Sebelum Putusan MK 35 Setelah Putusan MK 35

Pasal 67 ayat 
(3)

Ketentuan lebih lanjut 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Catatan: permohonan ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi

Penjelasan 
Pasal 5 ayat (1)

Hutan negara dapat berupa 
hutan adat, yaitu hutan negara 
yang diserahkan pengelolaannya 
kepada masyarakat hukum adat 
(rechtsgemeenschap). Hutan 
adat tersebut sebelumnya 
disebut hutan ulayat, hutan 
marga, hutan pertuanan, atau 
sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat 
hukum adat dimasukkan di 
dalam pengertian hutan negara 
sebagai konsekuensi adanya hak 
menguasai oleh negara sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat pada tingkatan yang 
tertinggi dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan dimasukkannya hutan 
adat dalam pengetian hutan 
negara, tidak meniadakan hak-
hak masyarakat hukum adat 
sepanjang kenyataannya masih 
ada dan diakui keberadaannya, 
untuk melakukan kegiatan 
pengelolaan hutan. 
Hutan negara yang dikelola oleh 
desa dan dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan desa disebut 
hutan desa.

Hutan negara yang pemanfaatan 
utamanya ditujukan untuk 
memberdaya kan masyarakat 
disebut hutan kemasyarakatan. 

Hutan hak yang berada pada 
tanah yang dibebani hak milik 
lazim disebut hutan rakyat.

Dinyatakan bertentangan dengan 
konstitusi

Catatan: Ultra petita dari 
Mahkamah Konstitusi

Sumber: Arizona et. al, 2013
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Pada intinya MK melalui putusan itu mengeluarkan hutan 
adat dari hutan negara, tetapi tidak menjadikan hutan 
adat sebagai kategori khusus yang berbeda dengan hutan 
hak, melainkan memasukkan keberadaan hutan adat 
sebagai salah satu jenis dalam hutan hak. Sehingga hutan hak 
selain terdiri dari hutan yang berada di atas tanah perseorangan/
badan hukum, juga merupakan hutan yang berada pada wilayah 
masyarakat hukum adat (Arizona et. al, 2013).

Lebih lanjut, MK dalam putusan ini menyatakan bahwa pemegang 
hak atas tanah juga memegang hak atas hutan. Sehingga bisa diartikan 
bahwa masyarakat hukum adat selain memegang hak atas tanah 
ulayat sekaligus memegang hak atas hutan adat. Perseorangan/
badan hukum pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas 
hutan hak. Dengan demikian, keberadaan hutan adat harus didahului 
dengan adanya tanah ulayat dari masyarakat hukum adat, karena 
hutan adat berada di atas tanah ulayat.

Implikasinya masyarakat hukum adat memiliki wewenang untuk 
mengatur peruntukan, fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat dan 
hutan adat yang ada wilayahnya. Oleh karena itu, kewenangan 
Kementerian Kehutanan untuk mengatur, menentukan fungsi 
dan mengawasi peredaran hasil hutan dari hutan adat baru dapat 
dilaksanakan bila ada penetapan hutan adat. Namun terhadap 
hutan adat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati, seperti Keputusan Bupati Merangin 287 Tahun 2003 
tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan 
Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk, telah dapat diterima 
keberadaannya sebagai hutan adat. (Arizona et. al, 2013).

Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan keharusan untuk membuat 
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satu Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Pasal 67 ayat (1), 
MK berpendapat bahwa dua hal tersebut merupakan bentuk dari 
delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 
yang menyata-kan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang“. 

Dengan demikian, MK tidak sepenuhnya menerima alasan pemohon 
mengenai konstitusionalitas pasal-pasal pendelegasian wewenang 
kepada Pemerintah melalui PP dan kepada pemerintah daerah 
melalui Peraturan Daerah untuk mengukuhkan dan menghapus 
keberadaan masyarakat hu-kum adat (Arizona et. al, 2013).
Meskipun demikian, pada dasarnya secara implisit MK menyampaikan 
bahwa idealnya ada satu UU sebagai mandat Pasal 18B ayat (2) 
UUD 1945. MK berpandangan bahwa oleh karena kebutuhan 
yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang 
lahir sebelum UU yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat 
dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin 
adanya kepastian hukum. 

Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan 
Peratur-an Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat 
dibenarkan sepan-jang peraturan tersebut menjamin 
kepastian hukum yang ber keadilan. Lagi pula dalam 
menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat 
ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan Putusan 
Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang 
harus melibatkan pemangku kepentingan (stake holders) di wilayah 
yang bersangkutan (Arizona et. al, 2013).
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Kesimpulan

Salah satu cita-cita pendiri bangsa yang tercermin dalam konstitusi 
adalah bagaimana negara berperan aktif menjamin sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Atas dasar itulah penguasaan negara atas seluruh 
sumberdaya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia menjadi amanah 
konstitusi dalam UUD 1945. Secara khusus pasal mengenai penguasaan 
negara atas sumberdaya alam diartikulasi pada Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945, yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.”. Sumber daya alam tersebut melingkupi segala 
kekayaan alam di dalam bumi dan tanah air Indonesia, termasuk hutan. 

Sejarah pengelolaan hutan sangat panjang. Paska reformasi, pengaturan 
hukum mengenai kehutanan terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999. 
Namun, UU ini justru tidak melakukan koreksi terhadap latar belakang 
berpikir yang dimiliki oleh UU No. 5 tahun 1967. Sedangkan dari aspek 
formil, cacat proses dianggap telah terjadi dalam tahap perancangan 
sampai pembahasan materi RUU Kehutanan di DPR. Akibatnya, UU No. 
41 Tahun 1999 memiliki persoalan pada tataran implementasi di lapangan. 

Upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam regulasi berbagai upaya 
dilakukan baik itu oleh para pihak. Salah satu upayanya adalah melalui 
pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 melalui Mahkamah Konstitusi. 
Tercatat, ada tujuh upaja pengujian terhadap UU tersebut. Tiga diantaranya 
dikabulkan, tiga ditolak dan satu perkara tidak dapat diterima. Selain 

itu ada satu perkara yang telah didaftarkan kepada MK, tetapi oleh 
pemohonnya ditarik kembali.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang 
Pengujian Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (selanjutnya UU 41/1999) secara spesifik pasal yang diuji 
adalah pasal yang mendefinisikan bagaimana penentuan kawasan hutan 
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dilakukan secara konstitusional. Kemudian melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (3) 
UU 41/1999 digugat batasan terhadap kewenangan untuk menentukan 
kawasan hutan.

Sementara, salah satu pokok permohonan dalam Perkara No. 35/
PUU-X/2012 adalah mengenai konstitusionalitas keberadaan hutan adat 
sebagai bagian dari hutan negara. Mahkamah Konstitusi melalui putusan 
itu mengeluarkan hutan adat dari hutan negara, tetapi tidak menjadikan 
hutan adat sebagai kategori khusus yang berbeda dengan hutan hak, 
melainkan memasukkan keberadaan hutan adat sebagai salah satu jenis 
dalam hutan hak.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa 

yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan keka-
yaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna 
bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan diman-
faatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebe-
sar-besar kemakmuran rakyat, bagi gene-rasi sekarang maupun 
generasi mendatang;

b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga ke-
hidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun 
kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan 
secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus 
dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta 
bertanggung-gugat;

c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan 
mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta 
masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang ber-
dasarkan pada norma hukum nasional;

d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 No-
mor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan 
pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga 
perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehu-
tanan yang baru.
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Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelengga-

raan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaat-
an Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sum-
ber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Ta-
hun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut de-
ngan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan 
secara terpadu.

2.  Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap.

4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah.

5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani 
hak atas tanah.

6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah ma-
syarakat hukum adat.

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi po-
kokmemproduksi hasil hutan.

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi po-
kok seba-gai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mence-
gah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas terten-
tu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas terten-
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tu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang 
juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas 
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem pe-
nyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya.

12. Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tem-
pat wisata berburu. 13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, 
nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung ja-

wab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, 
keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rak-yat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebar-
an yang proporsional;

b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konser-
vasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat 
lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 

keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan ber-
wawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan 
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sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan 
eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Penguasaan Hutan

Pasal 4
(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk keka-

yaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau 

kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara 

orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum 
mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyara-
kat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keber-
adaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II
STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5
(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a. hutan negara, dan
b. hutan hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat 
berupa hutan adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut 
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kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada 
dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang ber-
sangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali 
kepada Peme-rintah.

Pasal 6
(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

a. fungsi konservasi,
b. fungsi lindung, dan
c. fungsi produksi.

(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai 
berikut:
a. hutan konservasi,
b. hutan lindung, dan
c. hutan produksi.

Pasal 7
Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a 
terdiri dari:

a. kawasan hutan suaka alam,
b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
c. taman buru.

Pasal 8
(1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan 

khusus.
(2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
a. penelitian dan pengembangan,

b. pendidikan dan latihan, dan
c. religi dan budaya.

(3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9
(1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, 

di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III

PENGURUSAN HUTAN
Pasal 10

(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 
a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya ser-
ta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ke-
giatanpenyelenggaraan:
a. perencanaan kehutanan,
b. pengelolaan hutan,
c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta pe-

nyuluhan kehutanan, dan
d. pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

(1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman 
dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehu-
tanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertang-
gung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan 
aspirasi daerah.
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Pasal 12
Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf a, meliputi:

a. inventarisasi hutan,
b. pengukuhan kawasan hutan,
c. penatagunaan kawasan hutan,
d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
e. penyusunan rencana kehutanan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Hutan

Pasal 13
(1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh 

data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hu-
tan, serta lingkungannya secara lengkap.

(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan 
fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam 
dan di sekitar hutan.

(3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,
c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

(4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan 
kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan 
rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14
(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan 
hutan.

Pasal 15
(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

dilakukan melalui proses sebagai berikut:
a. penunjukan kawasan hutan,
b. penataan batas kawasan hutan,
c. pemetaan kawasan hutan, dan
d. penetapan kawasan hutan.

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 16
(1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pemerintah menyelenggarakan pe-
natagunaan kawasan hutan.

(2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan 
penggunaan kawasan hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kelima
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17
(1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:

a. propinsi,
b. kabupaten/kota, dan
c. unit pengelolaan.

(2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan di-
laksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hu-
tan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekono-
mi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum 
adat dan batas administrasi pemerintahan.

(3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas adminis-
trasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, 
penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Pasal 18
(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas 

kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran 
sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat 
sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah 
aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 19
(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pe-

merintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta ber-
nilai strate-gis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan De-
wan Perwakilan Rakyat.
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(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan 
dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20
(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

dan dengan empertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi 
sosial masyarakat, pemerintah menyusun rencana kehutanan.

(2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun me-
nurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi 
pokok kawasan hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf 
b, meliputi kegiatan:

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Kedua
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 22
(1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan 
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yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal 
dan lestari.

(2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok ber-
dasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.

(3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-
petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.

(4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu 
tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23
Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, ber-
tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan selu-
ruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24
Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan 
kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman 
nasional.

Pasal 25
Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan sua-
ka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 26
(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pe-

manfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
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(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha 
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan 
izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 27
(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi.

Pasal 28
(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pe-

manfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan 
kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin 
usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, 
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil 
hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemu-
ngutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29
(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi.

Pasal 30
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta 
Indonesia yang memperoleh izin usaha Pemanfaatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja 
sama dengan koperasi masyarakat setempat.



Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 47

Pasal 31
(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin 

usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek 
kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Per-
aturan Pemerintah.

Pasal 32
Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewa-
jiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usaha-
nya.

Pasal 33
(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, peme-

liharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak oleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 34
Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

a. masyarakat hukum adat,
b. lembaga pendidikan,
c. lembaga penelitian,
d. lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 35
(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, 
dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
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(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi 
untuk biaya pelestarian hutan.

(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36
(1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat 

dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 37
(1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat 

dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 38
(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegi-atan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan 
produksi dan kawasan hutan lindung.

(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da-
pat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan di-
lakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan 
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta 
kelestarian lingkung-an.

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan de-
ngan pola pertambangan terbuka.
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(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strate-
gis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rak-
yat.

Pasal 39
Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan ka-
wasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, 
Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pe-
merintah.

Bagian Keempat
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 40
Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, memper-
tahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya du-
kung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga 
kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41
(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:

a. reboisasi,

b. penghijauan,
c. pemeliharaan,
d. pengayaan tanaman, atau
e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil tek-

nis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti 
taman nasional.

Pasal 42
(1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesi-
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fik biofisik.
(2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksana-

annya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan 
potensi dan memberdayakan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43
(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan 

yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hu-
tan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.

(2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan 
kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Pasal 44
(1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, me-

liputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan 
vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai 
dengan peruntukannya.

(2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi in-
ventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan 
reklamasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45
(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan rekla-
masi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan peme-
rintah.

(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib di-
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laksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan 
kegiatan pertambangan.

(3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di 
luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan 
dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan 
rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 46
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan 
menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, 
fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47
Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, ke-
bakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan 
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta 
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48
(1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di 

luar kawasan hutan.
(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerin-

tah.
(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima we-
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wenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

(4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baik-

nya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49
Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hu-
tan di areal kerjanya.

Pasal 50
(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan 

hutan.
(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usa-

ha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bu-
kan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan 
hutan.

(3) Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawa-

san hutan secara tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radi-

us atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai 

di daerah rawa;
3.  100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4.  50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5.  2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
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6.  130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang 
terrendah dari tepi pantai.

d. membakar hutan;
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di 

dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang ber-
wenang;

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima ti-
tipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipun-
gut secara tidak sah;

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eks-
ploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Mente-
ri;

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak di-
lengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hu-
tan;

i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak di-
tunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang 
berwenang;

j.  membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di da-
lam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, me-
motong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang;

l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan 
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan 
dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal 
dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut 
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tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51
(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada 

pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi-
kan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berwenang untuk:
a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wila-

yah hukumnya;
b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan 

pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah 
hukumnya;

c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana 
yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk 
diserahkan kepada yang berwenang; dan

f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya 
tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 52

(1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya ma-
nusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, 
pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesi-
nambungan.

(2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan 
dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial 
budaya masyarakat.

(3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan 
dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga 
kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 53
(1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk me-

ngembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam pengurusan hutan.

(2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk mening-
katkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelo-
laan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

(3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan 
oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, 
dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung 
peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

Pasal 54
(1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat 

mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan ser-
ta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian 
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dan pengembangan kehutanan.
(2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan 
kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Latihan Kehutanan

Pasal 55
(1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembang-

kan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang 
terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak 
mulia.

(2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sum-
ber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan 
hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh 
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung 
terselengaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka me-
ningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56
(1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar 
mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar 
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iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pen-
tingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, 
dunia usaha, dan masyarakat.

(3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung 
terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Kelima
Pendanaan dan Prasarana

Pasal 57
(1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana in-

vestasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, 
serta penyuluhan kehutanan.

(2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan men-
dukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latih-
an, serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan 
dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Peme-
rintah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 59
Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan 
menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai 
secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan 
dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan 
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kehutanan.
(2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan 

kehutanan.

Pasal 61
Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan 
hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 62
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh 
pihak ketiga.

Pasal 63
Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 60 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang 
melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemerik-
saan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64
Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksana-
an pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Per-
aturan Pemerintah.

BAB VIII
PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 66
(1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan 

sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimak-
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sud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengu-
rusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 67
(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada 

dan diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kese-

jahtera-annya.
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Da-
erah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 68
(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasil-

kan hutan.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan per-

undang-undangan yang berlaku;
b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, 

dan informasi kehutanan;
c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangun-
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an kehutanan; dan
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehu-

tanan baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kom-

pensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai la-
pangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan 
kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 
berlaku.

(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak 
atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan 
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 69
(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga 

kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
(2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta 

pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya 
masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

Pasal 70
(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang ke-

hutanan.
(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui ber-

bagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil 
guna.

(3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah 
dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehu-
tanan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB XI
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 71
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 

dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan 
yang merugikan kehidupan masyarakat.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-
batas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72
Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau 
kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan 
masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah 
yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk ke-
pentingan masyarakat.

Pasal 73
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, or-

ganisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan 
untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas me-

nyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pe-
lestarian fungsi hutan; dan

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
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BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 74
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pi-
hak yang bersengketa.

(2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar 
pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah 
tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku 

terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
(2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, be-
sarnya ganti-rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang 
harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

(3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang 
ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi 
nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

Pasal 76
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan 

untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, be-
sarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan 
oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

(2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran 
uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu terse-
but setiap hari.



Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 63

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 77
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, peja-

bat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus se-
bagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berwenang untuk:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, ka-
wasan hutan, dan hasil hutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan;

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan 
hutan atau wilayah hukumnya;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pi-
dana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan se-
suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku;

e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hu-
kum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan hasil hutan;

f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan pe-
nyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Un-
dang-undang Hukum Acara Pidana;

g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti ten-

tang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, 
dan hasil hutan.



UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan64

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan 
hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam de-
ngan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana pen-
jara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pida-
na penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling ba-
nyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, di-
ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
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(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pida-
na penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepu-
luh juta rupiah).

(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pida-
na penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pida-
na penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pida-
na penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pida-
na penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) 
adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan 
hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan 
terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, 
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dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing di-
tambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-
alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 
ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79
(1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa 

temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.

(2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang 
disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
oleh Menteri.

BAB XV
GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80
(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang 

ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam 
Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk 
membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat 
yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan 
kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha peman-
faatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin 
pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila 
melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat 



Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 67

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81
Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan per-
aturan perundangundangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 82
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bi-
dang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan un-
dang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan 
pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak 
berlaku:
1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 No-

mor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 
Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 
63;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambah-
an Lembaran Negara Nomor 2823).

Pasal 84
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan un-
dang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia.
    

    Disahkan di Jakarta,
    Pada tanggal 30 September 1999
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    ttd.
    BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
    REPUBLIK INDONESIA,

        ttd.
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ttd.
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG
KEHUTANAN

UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianu-
gerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak 
ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang 
sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan 
akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata 
bagi
kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, so-
sial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu 
hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara ber-
kesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi 
sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehi-
dupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, 
oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan 
sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterka-
itannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap 
mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 
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konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan 
senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan 
berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilaku-
kan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, 
keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan ber-
tanggung-gugat. 

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Nega-
ra memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengu-
rus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil 
hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan 
hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan 
hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan 
hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewe-
nang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan 
kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu 
yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strate-
gis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat 
sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mem-
pertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai 
dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan 
baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempat-
an kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi 
hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang 
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
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Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan ru-
saknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga ke-
seimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri 
pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri 
pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehu-
tanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil 
hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya 
seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih 
optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak 
merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu prak-
tek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan 
kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah 
menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya 
kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang 
pemerin-tahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan 
yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 
propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang 
bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan 
oleh pemerintah pusat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-
undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan 
hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai ma-
syarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebut-
an lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat 
hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuen-
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si adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik In-
donesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan ke-
giatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan 
hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas 
tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawa-
san hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua 
hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memper-
hatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan 
mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus 
disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan 
produksi. Untuk mejaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi 
hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, 
yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan 
pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranserta ma-
syarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi terse-
but sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfa-
atannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di 
dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi 
dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawa-
san, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, peme-
gang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap 
hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.
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Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka 
usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-
luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), ba-
dan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik swasta Indonesia 
(BUMS Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha dibidang 
kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat 
dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha kope-
rasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku 
ekonomi lainnya.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan per-
undangundangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sum-
ber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan 
pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana 
reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk 
pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengem-
bangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana investasi pe-
lestarian hutan. 

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilaku-
kan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan 
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, 
daya-daya alam, hama dan penyakit. 
Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahan-
kan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, 
kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhu-
bungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia 
berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui 
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penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan 
serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian 
dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui 
ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisio-
nal serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran 
yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib mela-
kukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berpe-
ran serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik 
langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui 
rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehu-
tanan.

Selanjutnya dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, 
ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap 
orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan. 
Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan me-
nimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik se-
bagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP).

Dari uraian tersebut di atas, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 
tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan, ternyata belum cukup 
memberikan landasan hukum bagi perkembangan pembangunan kehu-
tanan, oleh karena itu dipandang perlu mengganti undang-undang terse-
but sehingga dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan 
lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang.

Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan 
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kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumberdaya alam 
hayati dan ekosistemnya.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ten-
tang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka se-
mua ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1990 tersebut tidak diatur lagi dalam undangundang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimak-
sudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan mem-
perhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial 
dan budaya, serta ekonomi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, 
dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus mem-

berikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga 
negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkat-
kan kemakmuran seluruh rakyat.

Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin 
pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, 
monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksud-
kan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usa-
ha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergan-
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tungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN 
atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan 
usaha kecil, menengah, dan kope-rasi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan 
agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan 
masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan 
agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu 
dengan mem perhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan ma-
syarakat setempat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya” adalah semua benda hasil hutan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 1 angka 13.

Hasil hutan tersebut dapat berupa:
a. hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, ro-

tan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-
getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan 
atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hu-
tan;

b.  hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan 
hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain 
hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;

c.  enda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan 
satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati pe-
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nyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, 
dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang;

d. jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa 
wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan 
lain-lain;

e. hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengo-
lahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang 
merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, 
kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp.

Benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai 
oleh negara, tetapi tidak diatur dalam undang-undang ini, na-
mun pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku de-
ngan tetap memperhatikan undang-undang ini.

Pengertian “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, melainkan su-
atu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan 
wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik sebagai-
mana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini.

Ayat (2)
Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang menyangkut hal-

hal yang bersifat sangat penting, strategis, serta berdampak 
nasional dan internasional, dilakukan dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan wilayah tertentu adalah wilayah 
bukan kawasan hutan, yang dapat berupa hutan atau 
bukan hutan.
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Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang 
diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rec-
htsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan 
ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam 
pe-ngertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak mengu-
asai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada 
tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik In-
donesia.
Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, 
tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang ke-
nyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan 
kegiatan pengelolaan hutan.

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk ke-
sejah-teraan desa disebut hutan desa.

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk mem-
berdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.

Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim 
disebut hutan rakyat.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, 
lindung, dan produksi.
Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda 
sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta 
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi uta-
ma yang diemban oleh suatu hutan.

Pasal 7
Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada ka-
wasan hutan.

Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam un-
dang-undang ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang ber-
ada pada kawasan hutan.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 
yang mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestari-
an alam berlaku bagi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan 
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pelestarian alam yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah penggunaan 
hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pen-
didikan dan latihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan 
budaya setempat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah 
hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam 
suatu hampar-an lahan.

Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat pemu-
kiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan 
dan atau wila yah nasional sebagai simpul jasa atau suatu ben-
tuk ciri kehidupan kota.

Dengan demikian wilayah perkotaan tidak selalu sama de-
ngan wila-yah administratif pemerintahan kota.

Ayat (2)
Peraturan pemerintah tentang kebijaksanaan teknis pemba-
ngunan hutan kota memuat aturan antara lain:

a. tipe hutan kota,
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b. bentuk hutan kota,
c. perencanaan dan pelaksanaan,
d. pembinaan dan pengawasan,
e.  luas proporsional hutan kota terhadap luas wilayah, 

jumlah penduduk, tingkat pencemaran, dan lain-lain.

Peraturan pemerintah ini merupakan pedoman dalam pene-
tapan
peraturan daerah.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hu-
tan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, 
karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan 
waktu lama.

Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian ter-
tentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan seti-
dak-tidaknya setelah ada penunjukan.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Inventarisasi hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksana-
an inventarisasi tingkat yang lebih rendah.
Inventarisasi untuk semua tingkat, dilaksanakan terhadap hu-
tan negara maupun hutan hak.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan neraca sumber daya hutan adalah su-
atu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber 
daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, 
sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderung-
annya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan 
waktu sebelumnya.

Ayat (5)
Inventarisasi hutan merupakan bagian dari perencanaan ke-
hutanan, sehingga materi pengaturannya akan dirangkum da-
lam peraturan pemerintah yang mengatur tentang perenca-
naan kehutanan.
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. tata cara,
b. mekanisme pelaksanaan,
c. pengawasan dan pengendalian, dan
d. sistem informasi.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengu-
kuhan kawasan hutan, antara lain berupa:
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a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang 
batas luar;

b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lo-
rong-lorong batas;

c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan
d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, teru-

tama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Penatagunaan hutan merupakan bagian dari perencanaan ke-
hutanan, sehingga materi pengaturannya dirangkum dalam 
peraturan pemerintah yang mengatur tentang perencanaan 
kehutanan.

Peraturan pemerintah dimaksud antara lain memuat krite-
ria atau persyaratan hutan dan kawasan hutan sesuai dengan 
fungsi pokok-nya.

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat 

propinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah propinsi yang 
dapat dikelola secara lestari.

Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat ka-
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bupaten/kota adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/
kota yang dapat dikelola secara lestari.

Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pe-
ngelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntu-
kannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara 
lain kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan 
pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan 
hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan ke-
masyarakatan (KPHKM), kesatuan pengelolaan hutan adat 
(KPHA), dan kesatuan pengelolaan daerah aliran sungai (KP-
DAS).

Ayat (2)
Dalam penetapan pembentukan wilayah pengelolaan tingkat 
unit pengelolaan, juga harus mempertimbangkan hubungan 
antara masyarakat dengan hutan, aspirasi, dan kearifan tradi-
sional masyarakat.

Pembentukan unit pengelolaan hutan didasarkan pada krite-
ria dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penutupan hutan (forest coverage) 
adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan 
kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan an-
tara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai 
satu ekosistem hutan.
Yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah keseim-
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bangan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfa-
at ekonomi secara lestari.

Ayat (2)
Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan 
negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan 
intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi 
daratan yang bergelombang, berbukit, dan bergunung yang 
peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, ero-
si, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas 
kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan 
atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. 
Selanjutnya pemerintah menetapkan luas kawasan hutan un-
tuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi 
biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masya-
rakat setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propin-
si dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 
30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengu-
rangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. 
Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk 
mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan 
kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup ma-
syarakat. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang 
luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), 
perlu menambah luas hutannya.

Pasal 19
Ayat (1)

Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin obyekti-
vitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian 
diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai 
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kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific autho-
rity) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berdampak penting dan cakupan 
yang luas serta bernilai strategis”, adalah perubahan yang 
berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan 
iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial 
ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan 
generasi yang akan datang.

Ayat (3)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. kriteria fungsi hutan,
b. cakupan luas,
c. pihak-pihak yang melaksanakan penelitian, dan
d. tata cara perubahan.

Pasal 20
Ayat (1)

Dalam menyusun rencana kehutanan di samping mengacu 

pada Pasal 13 sebagai acuan pokok, harus diperhatikan juga 
Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyusunan rencana kehutanan merupakan bagian dari pe-
rencanaan kehutanan.

Peraturan pemerintah tentang perencanaan kehutanan me-
muat aturan antara lain:
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a. jenis-jenis rencana,
b. tata cara penyusunan rencana kehutanan,
c. sistim perencanaan,
d. proses perencanaan,
e. koordinasi, dan
f. penilaian.

Pasal 21
Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu 
pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan 
setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-
nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta 
memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibat-
kan masyarakat setempat.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah 
dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan dae-
rah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan 
kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membu-
tuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan 
pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada 
BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusa-
haan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun peru-
sahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan 
lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang 
mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pe-
ngembangan, lembaga pendidikan dan latihan, serta lembaga pe-
nyuluhan.
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Pasal 22
Ayat (1)

Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit penge-
lolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan 
hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarah-
annya, dan keadaan hutan.

Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya 
hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkan-
dung didalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pembagian blok ke dalam petak dimaksudkan untuk mem-
permudah administrasi pengelolaan hutan dan dapat mem-
berikan peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat se-
tempat.

Intensitas pengelolaan adalah tingkat keragaman pengelolaan 

hutan sesuai dengan fungsi dan kondisi masing-masing kawa-
san hutan.

Efisiensi pengelolaan adalah pelaksanaan pengelolaan hutan 
untuk mencapai suatu sasaran yang optimal dan ekonomis 
dengan cara sederhana.

Ayat (4)
Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat, dan kondisi 
lingkungan.
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Ayat (5)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. pengaturan tentang tata cara penataan hutan,
b. penggunaan hutan,
c. jangka waktu, dan
d. pertimbangan daerah.

Pasal 23
Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-
besar-nya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada se-
seorang, kelompok, atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pe-
manfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui 
peningkatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin 
berdaya dan berkembang potensinya.

Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan 
hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

Pasal 24
Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keada-
an alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta 
ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya ber-
langsung secara alami.

Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang 
mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di-
manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam.

Kawasan taman nasional ditata ke dalam zona sebagai berikut:
a. zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak 

dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun 
oleh aktivitas manusia;
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b. zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang berfung-
si sebagai penyangga zona inti; dan 

c. zona pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang 
dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala ben-
tuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengu-
rangi fungsi utama kawasan, seperti:
a. budidaya jamur,
b. penangkaran satwa, dan
c. budidaya tanaman obat dan tanaman hias.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah ben-
tuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan de-
ngan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi uta-
manya, seperti:
d. pemanfaatan untuk wisata alam,
e. pemanfaatan air, dan
f. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. 

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung 
adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan 
bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, se-
perti:
g. mengambil rotan,
h. mengambil madu, dan
i. mengambil buah. 
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Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimak-
sudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seka-
ligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga 
dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk me-
wujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan 
bagi generasi sekarang dan gene-rasi yang akan datang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Izin usaha pemanfaatan kawasan yang dilaksanakan oleh per-
orang-an, masyarakat setempat, atau koperasi dapat bekerja-
sama dengan BUMN, BUMD, atau BUMS Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan un-
tuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh man-
faat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang 
optimal, misalnya budidaya tanaman di bawah tegakan hutan.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah se-
gala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkung-
an dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi 
fungsi pokoknya.



Penjelasan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan94

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa 
usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan 
tanaman.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan ta-
naman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan 
pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahan-
kan hutan alam.

Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan ta-
naman merupakan aset yang dapat dijadikan agunan.

Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan un-
tuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan 
kayu, dengan batasan waktu, luas, dan atau volume tertentu, 
dengan tetap memperhatikan azas lestari dan berkeadilan.

Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran yang diberikan 
untuk jangka waktu
tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan 
agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan mera-
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sakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, ser-
ta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerja-
sama tersebut kearifan tradisional dan nilainilai keutamaan, yang 
terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat 
dijadikan aturan yang disepakati bersama.

Kewajiban BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia bekerjasama de-
ngan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masya-
rakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang 
tangguh, mandiri, dan
profesional.

Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tang-
guh, mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan BUMN, 
BUMD, dan BUMS Indonesia.

Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, BUMN, 
BUMD, dan BUMS Indonesia turut mendorong segera terbentuk-
nya koperasi tersebut.

Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aspek kelestarian hutan meliputi:
a. kelestarian lingkungan,
b. kelestarian produksi, dan
c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil mera-

ta dan transparan.

Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi:
d. kepastian kawasan,
e. kepastian waktu usaha, dan
f. kepastian jaminan hukum berusaha.
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Untuk mewujudkan asas keadilan, pemerataan dan lestari, 
serta
kepastian usaha, maka perlu diadakan penataan ulang terha-
dap izin
usaha pemanfaatan hutan.

Ayat (2)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
g. pembatasan luas,
h. pembatasan jumlah izin usaha, dan
i. penataan lokasi usaha.

Pasal 32
Khusus bagi pemegang izin usaha pemanfaatan berskala besar, sela-
in diwajibkan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan 
tempat usahanya, juga mempunyai kewajiban untuk memberdaya-
kan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya.

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengolahan hasil hutan adalah pengo-
lahan hulu hasil hutan.

Ayat (3)
Untuk menjaga keseimbangan penyediaan bahan baku hasil 
hutan terhadap permintaan bahan baku industri hulu pengo-
lahan hasil hutan, maka pengaturan, pembinaan, dan pengem-
bangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh Men-

teri.
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Pasal 34
Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan 
de-ngan tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembang-
an, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya 
dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology). Untuk 
itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkem-
bangan masyarakat dan kelembagaan adat (indigenous institution), 
serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.

Pasal 35
Ayat (1)

Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang di-
kenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas 
suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada 
saat izin tersebut diberikan.

Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif 
sesuai luas areal.

Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan 
sebagai
pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari 

hutan negara.

Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin 
usaha
pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu 
dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut 
digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan re-
habilitasi serta kegiatan pendukungnya.

Dana jaminan kinerja adalah dana milik pemegang izin usa-
ha pemanfaatan hutan, sebagai jaminan atas pelaksanaan izin 



Penjelasan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan98

usahanya, yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin 
apabila kegiatan usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha 
pemanfaatan hutan secara lestari.

Ayat (2)
Dana investasi pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan 
untuk
membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam 
rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konser-
vasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan keba-
karan hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang di-
bentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama Menteri. 
Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di 
bawah koordinasi dan pengawasan Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. tata cara pengenaan,
b. tata cara pembayaran,
c. tata cara pengelolaan,
d. tata cara penggunaan, dan
e. tata cara pengawasan dan pengendalian.

Pasal 36
Ayat (1)

Pemanfaatan hutan hak yang mempunyai fungsi produksi, da-
pat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai 
potensi dan daya dukung lahannya.
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Ayat (2)
Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konser-
vasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud 
dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. Pemerintah memberi-
kan kompensasi kepada pemegang hutan hak, apabila hutan 
hak tersebut diubah menjadi kawasan hutan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37
Ayat (1)

Terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban se-
bagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil 
hutan tersebut
diperdagangkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat 
dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan 
produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang 
dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan meng-
akibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan, dilarang.

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan 
untuk
tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiat-

an per-tambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan 
instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan 
keamanan.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola 
pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimung-
kinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan 
ketentuan khusus dan secara selektif.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. tata cara pemberian izin,
b. pelaksanaan usaha pemanfaatan,
c. hak dan kewajiban, dan
d. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 40
Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upa-
ya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan 
lahan, baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi.

Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan 
lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai 

sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, 
dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi.



Penjelasan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 101

Pasal 41
Ayat (1)

Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian reha-
bilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di 
dalam kawasan hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilak-
sanakan di luar kawasan hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, 
terutama yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, 
agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan ke-
keringan dapat dipertahankan secara maksimal.

Rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat 
perhatian yang sama sebagaimana pada hutan lainnya.

Ayat (2)
Pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh 
dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk 
menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari 
jenis flora dan fauna serta ekosistemnya.

Pasal 42
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keada-
an flora yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau 
habitat tertentu sehingga keberadaannya mendukung ekosis-
tem kawasan hutan yang akan direhabilitasi.

Penerapan teknik rehabilitasi hutan dan lahan harus mem-
pertimbangkan lokasi spesifik, sehingga perubahan ekosistem 
dapat dicegah sedini mungkin.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan 
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mengikutsertakan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. pengaturan daerah aliran sungai prioritas,
b. penyusunan rencana,
c. koordinasi antar sektor tingkat pusat dan daerah,
d. peranan pihak-pihak terkait, dan
e. penggunaan dan pemilihan jenis-jenis tanaman dan tekno-
logi.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Dukungan pemerintah dapat berupa bantuan teknis, dana, 
penyuluhan, bibit tanaman, dan lain-lain, sesuai dengan keper-
luan dan kemampuan pemerintah.

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
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a. teknik,
b. tata cara,
c. pembiayaan,
d. organisasi,
e.  penilaian, dan
f. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perubahan permukaan tanah adalah 
berubahnya bentang alam pada kawasan hutan.

Yang dimaksud dengan perubahan penutupan tanah adalah 
berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawa-
san hutan.

Ayat (4)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. pola, teknik, dan metode,
b. pembiayaan,
c. pelaksanaan, dan
d. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 46
Fungsi konservasi alam berkaitan dengan: konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, ser-
ta konservasi udara;
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diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi 
pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, 
ternak, dan kebakaran.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. prinsip-prinsip perlindungan hutan,
b. wewenang kepolisian khusus,
c. tata usaha peredaran hasil hutan, dan
d. pemberian kewenangan operasional kepada daerah.
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Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik 
orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas ka-
wasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan peme-
riksaan.

Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakar-
an, tanda larangan, dan alat angkut.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya 
perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan 
hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai 
dengan fungsinya.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan 
adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa 
mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain 
untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha 
lainnya.

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan 
adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat 
izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk 
wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan 
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kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang di-
berikan.

Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan ada-
lah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari 
pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun 
tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan 
pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari 
pejabat yang berwenang.

Huruf c
Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk 
mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air.

Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan 
oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan ma-
syarakat.

Huruf d
Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakar-
an hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk 
tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, 
antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian 
hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan 
dan satwa. 

Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut ha-
rus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf e
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah 
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pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk memberikan izin.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
a.  Yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah 

penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di 
daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud 
untuk membuat peta geologi umum atau untuk me-
netapkan tanda-tanda adanya bahan galian.

b. Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah segala pe-
nyelidikan geologi pertambangan untuk menetap-
kan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan gali-
an dan sifat letakannya.

c. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan 
menambang untuk menghasilkan bahan galian dan 
memanfaatkannya.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” 
adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, 
atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat 
yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat 
yang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya 
hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik 
baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan 
tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang 

sah sebagai bukti.
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Huruf i
Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat 
yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak da-
lam kawasan hutan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengang-
kut, antara lain berupa traktor, buldozer, truk, logging 
truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helikop-
ter, jeep, tugboat, dan kapal.

Huruf k
Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat 
yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, 
atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya 
serta karakteristik daerah setempat.

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Ayat (4)
Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan mengelu-
arkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau 
satwa yang dilindungi adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko-
sistemnya.

Pasal 51
Cukup jelas
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Pasal 52
Ayat (1)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki peran yang sa-
ngat menentukan dalam mewujudkan hutan yang lestari.

Ayat (2)
Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indone-
sia merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau 
teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau 
budaya masyarakat.

Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk pening-
katan dan pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IP-
TEK kehutanan.

Ayat (3)
Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan 
yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan 
atau hewan serta jasad renik.

Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat ber-

harga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
mendukung pembangunan nasional.

Pencurian plasma nutfah adalah mengambil atau memanfaat-
kan plasma nutfah secara tidak sah atau tanpa izin.

Pasal 53
Ayat (1)

Budaya IPTEK adalah kesadaran akan pentingnya IPTEK yang 
diartikulasikan dalam sikap dan perilaku masyarakat, yang se-
cara konsisten mau dan mampu memahami, menguasai, men-
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ciptakan, menerapkan, dan mengembangkan IPTEK dalam 
kehidupan seharihari.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pemerintah adalah lembaga penelitian 
dan pengembangan (Litbang) departemen yang bertanggung 
jawab di bidang kehutanan bersama-sama lembaga penelitian 
nondepartemen.

Yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah perguruan 
tinggi negeri dan swasta.

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah unit litbang BUMN, 
BUMD, dan BUMS Indonesia.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau 
kelompok, antara lain pondok pesantren, lembaga keagamaan 
lainnya, atau lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)
Untuk mendorong dan menciptakan kondisi yang kondusif, 
peme-rintah melakukan inisiatif dan koordinasi bagi terse-
lenggaranya penelitian dan pengembangan, antara lain melalui 
kebijakan yang berorientasi pada penciptaan insentif dan dis-
insentif yang memadai.

Pasal 54
Ayat (1)

Pemerintah mengembangkan hasil-hasil penelitian dalam bi-
dang kehutanan menjadi paket teknologi tepat guna, untuk 
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dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas usaha pemanfaatan dan pengelo-
laan hutan.

Ayat (2)
Untuk menjamin keberlanjutan inovasi, penemuan, dan pe-
ngembangan IPTEK, diperlukan jaminan hukum bagi para 
penemunya untuk dapat memperoleh manfaat dari hasil te-
muannya.

Yang dimaksud melindungi adalah melindungi dari pencurian 
terhadap hak paten, hak cipta, merk, atau jenis hak lainnya 
yang menjadi hak istimewa yang dimiliki oleh peneliti atau 
lembaga Litbang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Semua upaya pemanfaatan dan pengembangan IPTEK hen-
daknya merupakan manifestasi rasa syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan diarahkan untuk kepentingan manusia 
sebagai makhluk individu dan mahluk sosial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau 
kelompok, antara lain pondok pesantren, lembaga keagama-
an lainnya, atau lembaga swadaya masyarakat.
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Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dapat bekerjasama 
dengan lembaga-lembaga internasional.

Ayat (4)
Mengingat penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutan-
an tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, maka peran 
serta dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mengambil ini-
siatif dan melakukan koordinasi dalam mendorong dan men-
ciptakan situasi yang kondusif.

Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Mengingat penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tidak da-
pat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, maka peran serta 
dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan. Untuk me-
wujudkan hal tersebut, pemerintah harus mengambil inisiatif 
dan melakukan koordinasi dalam mendorong dan mencipta-
kan situasi yang kondusif.

Pasal 57
Ayat (1)

Untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pen-
didikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, diperlukan 
biaya yang cukup besar dan berkelanjutan, guna percepatan 
pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK untuk 
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mengejar ketinggalan selama ini. Oleh karena itu diperlukan 
dana investasi yang memadai.

Untuk mengelola dana tersebut, dunia usaha bidang kehutan-
an bersama Menteri membentuk lembaga. Pengelolaan dana 
dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi 
dan pengawasan Menteri.

Ayat (2)
Penyediaan kawasan hutan dimaksudkan untuk dijadikan lo-
kasi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, 
penyuluhan, serta pengembangan usaha guna memberdaya-
kan lembaga penelitian, pendidikan dan latihan serta penyu-
luhan kehutanan.

Pasal 58
Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:
a. kelembagaan,
b. tata cara kerjasama,
c. perizinan,
d. pengaturan tenaga peneliti asing,
e. pendanaan dan pemberdayaan,
f. pengaturan, pengelolaan kawasan hutan, penelitian dan pengem-

bangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan,
g. sistem informasi, dan
h. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 59
Yang dimaksud dengan pengawasan kehutanan adalah pengawasan 

ketaatan aparat penyelenggara dan pelaksana terhadap semua ke-
tentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
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Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Yang dimaksud dengan berdampak nasional adalah kegiatan penge-
lolaan hutan yang mempunyai dampak terhadap kehidupan bangsa, 
misalnya penebangan liar, pencurian kayu, penyelundupan kayu, pe-
rambahan hutan, dan penambangan dalam hutan tanpa izin.

Yang dimaksud dengan berdampak internasional adalah pengelola-
an hutan yang mempunyai dampak terhadap hubungan internasi-
onal, misalnya kebakaran hutan, labelisasi produk hutan, penelitian 
dan pengembangan, kegiatan penggundulan hutan, serta berbagai 
pelanggaran terhadap konvensi internasional.

Pasal 65
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. tata cara dan mekanisme pengawasan,
b. kelembagaan pengawasan,
c. obyek pengawasan, dan

d. tindak lanjut pengawasan.
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Pasal 66
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengurus-
an hutan yang bersifat operasional.

Ayat (3) 
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. jenis-jenis urusan yang kewenangannya diserahkan,
b. tatacara dan tata hubungan kerja,
c. mekanisme pertanggungjawaban, dan
d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 67
Ayat (1)

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut 
kenya-taannya memenuhi unsur antara lain:
a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsge-

meenschap);
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat-

nya;
c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan 

adat, yang masih ditaati; dan
e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hu-

tan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-
hari.

Ayat (2)
Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil 
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penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat se-
tempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang 
bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Ayat (3)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
f. tata cara penelitian,
g. pihak-pihak yang diikutsertakan,
h. materi penelitian, dan
i. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 68
Ayat (1)

Dalam pengertian menikmati kualitas lingkungan, termasuk 
untuk memperoleh manfaat sosial dan budaya bagi masyara-
kat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Perubahan status atau fungsi hutan dapat berpengaruh pada 
putusnya hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan 
kemungkinan menyebabkan hilangnya mata pencaharian me-
reka.

Agar perubahan status dan fungsi hutan dimaksud tidak me-
nimbulkan kesengsaraan, maka pemerintah bersama pihak 
penerima izin usaha pemanfaatan hutan berkewajiban untuk 

mengupayakan kompensasi yang memadai, antara lain dalam 
bentuk mata pencaharian baru dan keterlibatan dalam usaha 
pemanfaatan hutan di sekitarnya.
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Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga, adalah men-
cegah dan menanggulangi terjadinya pencurian, kebakaran 
hutan, gangguan ternak, perambahan, pendudukan, dan lain 
sebagainya.

Ayat (2)
Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan untuk tuju-
an perlindungan dan konservasi, masyarakat dapat meminta 
pendampingan, pelayanan dan dukungan dalam bentuk ban-
tuan teknis, pelatihan, serta bantuan pembiayaan.

Pendampingan dimungkinkan karena adanya keuntungan so-
sial seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan 
erosi, serta pemantapan kondisi tata air.

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat dimaksudkan se-
bagai mitra sehingga terbentuk infrastruktur sosial yang kuat, 
mandiri, dan dinamis.

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Forum pemerhati kehutanan merupakan mitra pemerintah 
dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta ma-
syarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumus-
kan dan mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat 
sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka perumusan 
kebijakan. 

Keanggotaan forum antara lain terdiri dari organisasi profe-
si kehutanan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di 
bidang kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, serta pemerhati 
kehutanan.

Ayat (4)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. kelembagaan,
b. bentuk-bentuk peran serta, dan
c. tata cara peran serta.

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas
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Pasal 76
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan 
yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah sesuai keputusan 
pengadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana.

Yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
meliputi pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat mau-
pun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 
pengurusan hutan.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
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Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Menangkap dan menahan orang yang diduga atau se-
patutnya dapat diduga melakukan tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 

Dalam rangka menjaga kelancaran tugas di wilayah-
wilayah kerja tertentu, maka penerapan koordinasi de-
ngan pihak POLRI dilaksanakan dengan tetap mengacu 
KUHAP dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada 
penyidik POLRI dan penuntut umum.

Ayat (3)
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimu-
lainya penyidikan kepada pejabat penyidik POLRI, dan hasil 
penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui peja-
bat penyidik POLRI.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil 
penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Mekanisme hubungan koordinasi antara pejabat penyidik pe-
gawai negeri sipil dengan pejabat penyidik POLRI dilakukan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 78
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Selain pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggar-
an terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d, juga dapat dikenakan 
hukuman pidana tambahan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Ketentuan pidana yang dikenakan pada ayat ini merupakan 
pelanggaran terhadap kegiatan yang pada umumnya dilaku-
kan oleh rakyat. Oleh karena itu sanksi pidana yang diberikan 
relatif ringan dan diarahkan untuk pembinaan.

Ayat (9)
Cukup jelas
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Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara 
lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (comanditer 
venootschaap), firma, koperasi, dan sejenisnya.

Ayat (15)
Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, 
trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, 
pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan 

areal.
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Ayat (3)
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. ketentuan-ketentuan ganti rugi dan sanksi administratif,
b. bentuk-bentuk sanksi, dan
c. pengawasan pelaksanaan.

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
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Cukup jelas

•	 PENDAHULUAN
•	 BAB I,  KETENTUAN UMUM
•	 BAB II,  STATUS DAN FUNGSI HUTAN
•	 BAB III,  PENGURUSAN HUTAN
•	 BAB IV,  PERENCANAAN KEHUTANAN
•	 BAB V,  PENGELOLAAN HUTAN
•	 BAB VI,  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN 

DAN
 LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN
•	 BAB VII,  PENGAWASAN
•	 BAB VIII,  PENYERAHAN KEWENANGAN
•	 BAB IX,  MASYARAKAT HUKUM ADAT
•	 BAB X,  PERAN SERTA MASYARAKAT
•	 BAB XI,  GUGATAN PERWAKILAN
•	 BAB XII, PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
•	 BAB XIII, PENYIDIKAN
•	 BAB XIV, KETENTUAN PIDANA
•	 BAB XV, GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF
•	 BAB XVI, KETENTUAN PERALIHAN
•	 BAB XVII, KETENTUAN PENUTUP
•	 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE-

SIA NOMOR 41 TAHUN 1999







UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 

TENTANG KEHUTANAN  MENJADI UNDANG-UNDANG





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 

TENTANG KEHUTANAN  MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan tidak mengatur kelangsungan 
perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada 
sebelum berlakunya Undang-undang tersebut;

  b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hu-
kum da-lam berusaha di bidang pertambangan yang di 
kawasan hutan terutama bagi investor yang telah me-
miliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-
undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Peme-
rintah dalam posisi yang sulit da-lam mengembangkan 
iklim investasi;

  c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum da-
lam berusaha di bidang pertambangan yang berada di 
kawasan hutan, dan mendorong minat serta keperca-
yaan investor untuk berusaha di Indonesia, Pemerin-
tah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-
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bahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ten-
tang Kehutanan;

 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-
sud da-lam huruf a, b, dan c dipandang perlu menetap-
kan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang-undang;

Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (1),  Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) 
dan ayat (2)  Undang-Undang Dasar  1945 sebagaima-
na telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-
Undang Dasar 1945;

 2.  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ke-
hutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran  Negara No-
mor 3888);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PER-

ATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PER-
UBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  MENJADI 
UNDANG-UNDANG.

Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
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29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374) ditetapkan menjadi Un-
dang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari Undang-undang ini.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

Disahkan diJakarta
  pada tanggal 13 Agustus 2004

  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  ttd.

  MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

   ttd.

          BAMBANG KESOWO
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2004 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands
 



PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 

TENTANG KEHUTANAN  MENJADI UNDANG-UNDANG





PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   19   TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 

TENTANG KEHUTANAN  MENJADI UNDANG-UNDANG

I.   UMUM
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Ke-
hutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bi-
dang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau 
perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Ketidakpastian 
tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak 
ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bi-
dang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada se-
belum berlakunya undang-undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya 
ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang 
ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan 
bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ke-
tentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan  secara tegas bahwa pada 
kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola 
pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku 
sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan su-
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rut.
Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di 
kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam 
posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peratur-
an Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehu-
tanan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas
Pasal 2
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4412
________________________________________
   
   LAMPIRAN 
   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
   NOMOR :  19  TAHUN 2004   
   TANGGAL :  13 AGUSTUS 2004
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PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  1  TAHUN  2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 

TENTANG KEHUTANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a. bahwa  di dalam Undang-undang  Nomor 41 Tahun 
1999  tentang Kehutanan  tidak  mengatur  mengenai 
kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan 
yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang 
tersebut;

 b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hu-
kum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawa-
san hutan terutama bagi investor yang telah memiliki 
izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang 
tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah da-
lam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim in-
vestasi;

 c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum da-
lam berusaha di bidang pertambangan yang berada di 
kawasan hutan, dan mendorong minat serta keperca-
yaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang 
perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan de-
ngan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat   : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 seba-
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gaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Un-
dang-Undang Dasar 1945;

 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ke-
hutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara No-
mor 3888);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UN-

DANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 
TENTANG KEHUTANAN.

Pasal  I
Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83A 
dan Pasal 83B, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal  83A
Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hu-
tan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dinyatakan  tetap berlaku sampai berakhirnya 
izin atau perjanjian dimaksud.”

“Pasal 83B
Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Pasal  II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera-
turan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal  11  Maret  2004
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    ttd

    MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal  11  Maret  2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

       ttd

 BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NO-
MOR 29





TENTANG PENULIS

Buku ini ditulis oleh Erwin Dwi Kristianto. Alumni Fakultas Hukum Universitas Jen-

deral Soedirman ini mengisi masa mahasiswanya dengan aktif di Himpunan Mahasiswa 

Pecinta Alam (HMPA) Yudhistira. Kecintaannya terhadap alam dan lingkungan menjadikan 

Program Magister Lingkungan Perkotaan (PMLP) Universitas Katolik Soegijapranata Sema-

rang sebagai pilihan studi lanjutnya. Pernah menjadi Pengabdi Bantuan Hukum di LBH 

Semarang. Saat ini mengabdikan dirinya sebagai Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dan 

beraktifitas di Perkumpulan HuMa. Saran, kritik, dan masukan bisa dialamatkan ke email 

erwin.70tba@gmail.com ;  twitter: @erwin70tba.
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Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis

 HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental or-
ganization) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya 
pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumberdaya 
alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa 
menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal 
atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam pengusa-
an dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada ta-
taran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyara-
kat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi 
HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan 
memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan prak-
tik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta 
menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :
•	 Hak	Asasi	Manusia;
•	 Keadilan	Sosial;
•	 Keberagaman	Budaya;
•	 Kelestarian	Ekosistem;
•	 Penghormatan	terhadap	kemampuan	rakyat;
•	 Kolektifitas.

Sejarah
 Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai 
latar belakang (aktivis, akademisi dan lawyer) yang memiliki perhatian 
dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang 
sumberdaya	alam.	Sejak	1998	dengan	dukungan	dari	ELSAM,	embrio	ke-
lembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi 
didirikan	pada	19	Oktober	2001	sebagai	Organisasi	dengan	bentuk	Badan	
Hukum Perkumpulan. 
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 Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soe-
tandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna 
A.	Safitri,	SH.,	MH.,	Ph.D;	Julia	Kalmirah	SH.,	Sandra	Moniaga,	SH.,	Ifd-
hal	Kasim,	SH.,	Andik	Hardiyanto,	SH.,	Martje	L.	Palijama,	SH.,	Rikardo	
Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer 
Fauzi,	(alm)	Edison	R.	Giay	SH.,	Concordius	Kanyan,	SH.,	Prof.	DR.	I	Nyo-
man	Nurjaya,	Herlambang	Perdana,	SH.MA.,	Rival	Gulam	Ahmad,	SH.L-
LM.,	Dr.	Kurnia	Warman,	SH.MH.,	Chalid	Muhammad,	SH.,	Asep	Yunan	
Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Surya-din, Ir. Andri Santosa, 
Dahniar	Andriani,	SH.,	dan	Abdias	Yas,	SH.

Visi dan Misi
Visi:

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung 
pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi 
masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghor-
mati nilai-nilai ke-manusiaan dan keragaman sosial bu-
daya.

Misi:
1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuanti-

tas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra 
strategis dalam mewujudkan visi HuMa.

2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai 
model pendidikan hukum untuk menandingi wacana do-
minan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber 
Daya Alam.

3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pe-
ngembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.

4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang 



Profil HuMa 145

berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung 
gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah dan Program Kerja

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja
•	 Sumatera	Barat,	bermitra	dengan	Perkumpulan Q-bar
•	 Jawa	Barat-Banten,	bermitra	dengan	RMI (Rimbawan Muda Indo-

nesia)
•	 Jawa	Tengah,	bermitra	dengan	LBH Semarang
•	 Kalimantan	Barat,	bermitra	dengan	LBBT (Lembaga Bela Banua 

Talino)
•	 Sulawesi	Selatan,	bermitra	dengan	Wallacea
•	 Sulawesi	Tengah,	bermitra	dengan	Perkumpulan Bantaya

Program Kerja
1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan 

strategi pengembangan dan model rekruitmen Pendamping 
Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR 
semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengor-
ganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, 
conflict resolution, dan advokasi kebijakan

2. Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharap-
kan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik 
SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas 
lokal dan adat.

3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengem-
bangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situ-
asi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, 
dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.

4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai 
kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam ske-
ma	REDD+	serta	melakukan	intervensi	dalam	bentuk	advokasi	
di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuk-
nya	kebijakan	dan	peraturan	REDD+	yang	mengakomodasi	dan	
merefleksikan hak masyarakat.
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5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendo-
rong HuMa semakin professional, kompeten, mandiri dan ber-
pengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan 
hukum.
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Struktur Organisasi
Badan Pengurus

Ketua  Chalid Muhammad, SH
Sekretaris Andik Hardianto, SH
Bendahara	 Ir. Andri Santosa

Badan Pengurus
Koordinator	Eksekutif
 Andiko, SH, MH

Program Sekolah Pendidikan Hukum Rakyat    :   
 Tandiono Bawor Purbaya, SH. 
 Sandoro Purba, SH.

Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik    :   
 Widyanto, SH.
 Erwin Dwi Kristianto, SH., M.Si

Program Kehutanan dan Perubahan Iklim    :   
 Anggalia Putri, S.Ip., M.Si
 Sisilia Nurmala Dewi, SH.

Program Database dan Informasi    :   
 Malik, SH. 
 Agung Wibowo, S.Hum.     

Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan    :   
 Susi Fauziah, B.Sc., 
 Heru Kurniawan, 
 Herculanus De Jesus, 
 Sulaiman Sanip.
Tim Keuangan     :   
 Eva Susanti Usman,
 SE., Fetty Isbanun, S. Pt.,  
 Bramanta Soeriya, SE. 


